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BUPATI OOGAN KOMERING ULU TIMUR
e

PROVINAI SUMATEERA SIELATAN
KEPFLTUSAN DUPATT GOAN KOMERING ULL TIMLUTH
MM OV ) TAMLIN 2021

TENTANCG
PEMBIENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DICITALISAST DAERAH Iy
KABUPATEN OGAN KOMERING ULLU TIMUR

BUPATI OOAN KOMERING ULU TIMUR,

. bahwa dalem  rangks  menduliung  inovesi, mempercepnt  doan
memperfuns  elektronifilinsl  transakei Pemerintah Duaernh  serin
mendorong  integrasi  ekonomi  dan keunngan  digital  melalui
penguatan koordinasi don harmonisasi kebijalkan, perlu dibentuk

Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Dacrah:

b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan

Menimbang

Bupati Ogan Komering Ulu Timur.,
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Mengingat R
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Opgan Komering
Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan llir di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347,
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204y,

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

tentang Perubahan Kedua Atas

Undang Nomor 9 Tahun 2015
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

5.
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);
Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan

dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017,
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas
Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah:













